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Perempuan Pekerja di Tengah Krisis dan Perubahan Teknologi
Female Workers in the Midst of Crisis and Technological Change

Dunia kerja saat ini sedang diwarnai oleh disrupsi, 
di mana jenis industri yang berkembang sejak 
revolusi industri berubah, baik dari segi teknologi 

maupun bentuk relasi industrialnya. Perubahan dunia 
kerja ini dipertajam dengan Pandemi Covid-19 yang 
telah berlangsung lebih dari satu tahun. Pandemi, 
misalnya, telah memaksa sebagian pekerja untuk bekerja 
dari rumah, dengan membawa konsekuensi beban 
kerja domestik yang semakin besar. Sementara itu, 
pandemi juga menghantam berbagai sektor industri dan 
menyebabkan hilangnya sejumlah lapangan kerja pada 
sektor tertentu. Bagi perempuan, perubahan teknologi 
dan krisis ini diperburuk oleh sistem ekonomi dan 
patriarki yang masih menyubordinasi perempuan.

Revolusi industri 4.0 telah menciptakan jenis-jenis 
pekerja baru dan menyebabkan hilangnya jenis pekerjaan 
lama yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan 
pasar dan teknologi. Disrupsi membawa peluang bagi 
mereka yang memiliki akses terhadap pengetahuan, 
keterampilan, dan teknologi di bidang digital; namun 
meninggalkan mereka yang tidak memiliki akses. 
Fenomena digital gap adalah salah satu ketimpangan 
yang dialami oleh banyak perempuan akibat posisi sosial 
dan ekonomi yang timpang. 

Sebagai pekerja, perempuan tidak hanya menghadapi 
persoalan sebagai kelas atau kelompok pekerja, tetapi 
juga menghadapi tantangan akibat identitas gendernya. 
Salah satu tantangan yang dihadapi perempuan pekerja 
adalah efek langit-langit kaca (glass ceiling effect), yang 
menghambat kemajuan karier perempuan dalam dunia 
kerja. Pandangan bahwa dunia kerja yang berwatak 
maskulin salah satunya muncul dalam anggapan bahwa 
pekerja perempuan memiliki kemampuan lebih rendah 
dibandingkan pekerja laki-laki. Pandangan semacam ini 
dapat dilihat dari pemisahan antara bidang pekerjaan 
bagi laki-laki dengan bidang pekerjaan bagi perempuan. 
Maka profesi di bidang-bidang ilmu Sains-Teknologi-
Teknik-Matematika (Science-Technology-Engineering-
Mathematics) diidentikan dengan laki-laki, sementara 
profesi di bidang-bidang ilmu sosial, humaniora, 
pendidikan, diidentikan dengan perempuan.

Perspektif feminisme mengkritik pandangan dominan 
yang memisahkan ekonomi dengan kerja domestik. Dunia 
kerja diidentikkan dengan maskulinitas, sementara kerja 
domestik dianggap sebagai ranah feminin yang tidak 
memiliki nilai ekonomi. Pemisahan yang bias gender ini 

berakibat pada marginalisasi perempuan di dunia kerja, 
termasuk di dalam serikat pekerja/serikat buruh. 

Sejarah perkembangan sejarah serikat pekerja/
serikat buruh, memperlihatkan terjadinya pengabaian 
terhadap keberadaan perempuan sebagai bagian 
dari kelas pekerja. Pengabaian terhadap keberadaan 
perempuan pekerja tidak dapat dilepaskan dari bentuk 
awal perkembangan kapitalisme, di mana perempuan 
ditempatkan dalam kerja reproduksi di dalam keluarga, 
dan (bila dibutuhkan) sebagai angkatan kerja cadangan. 
Namun konsep angkatan kerja cadangan ini patut 
dipertanyakan ketika semakin banyak perempuan masuk 
ke dalam dunia kerja. 

Bertambahnya angkatan kerja perempuan kemudian 
meningkatkan jumlah perempuan di dalam serikat 
pekerja/serikat buruh. Namun, hal ini tidak secara 
otomatis mendorong serikat pekerja/serikat buruh untuk 
memberi perhatian terhadap ketimpangan gender yang 
dihadapi oleh perempuan pekerja. Serikat pekerja/
serikat buruh pada mulanya cenderung memandang 
kelas pekerja sebagai suatu kelompok sosial yang 
homogen, yaitu merujuk pada laki-laki sebagai kelas 
pekerja. Adalah Feminis Marxis dan Feminis Sosialis yang 
kemudian mengungkapkan ketimpangan gender yang 
berkelindan dengan persoalan kelas. 

Gerakan perempuan pekerja, dengan strategi 
pengorganisasi terpisah (separate organizing), berusaha 
memperkuat struktur internal dan mendorong serikat 
pekerja/serikat buruh untuk memasukkan agenda-
agenda keadilan gender sebagai bagian dari agenda 
serikat. Di sinilah isu-isu perempuan pekerja, seperti 
kesehatan reproduksi, diskriminasi upah, termasuk 
kekerasan seksual, mulai mewarnai agenda serikat 
pekerja/serikat buruh, baik di tingkat global, maupun di 
Indonesia. Di tingkat global, persoalan pelecehan dan 
kekerasan di dunia kerja telah diakui dengan diadopsinya 
Konvensi ILO No. 190 tahun 2019 tentang Pelecehan dan 
Kekerasan. Sementara pada tingkat nasional, serikat 
pekerja/serikat buruh pun turut serta memperjuangkan 
Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan 
Seksual. 

Partisipasi perempuan di dunia kerja membawa 
peluang yang dapat memperkuat posisi perempuan di 
dalam masyarakat. Namun, dunia kerja yang buta gender 
(gender blind) justru dapat memperburuk ketimpangan 
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gender yang ada. Dalam dunia kerja yang mengalami 
perubahan dan krisis ini, feminisme terus berusaha 
untuk mengambil sikap kritis terhadap dunia kerja yang 
berwatak eksploitatif dan maskulin.

Bersama dengan terbitnya edisi “Perempuan Pekerja 
di Tengah Krisis dan Perubahan Teknologi”, Redaksi Jurnal 
Perempuan pun mengumumkan bahwa mulai tahun 

2021 ini, Jurnal Perempuan akan terbit tiga edisi dalam 
setahun. Keputusan ini diambil oleh Redaksi dengan 
tujuan untuk menyediakan rentang waktu yang lebih 
panjang dalam meningkatkan kualitas Jurnal Perempuan 
dan mendorong munculnya produksi pengetahuan 
perempuan di Indonesia. Selamat membaca.

 (Atnike Nova Sigiro)
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Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Tendy Gunawan  
Program Officer, International Labour Organization (ILO) 

Country Office for Indonesia and Timor-Leste

Strategi Penghapusan Hambatan Partisipasi  
Angkatan Kerja Perempuan

Strategy for Abolishing Barriers to Women Labor Force  
Participation

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol 26 No.1, April 2021, hal. 1-16, 11 gambar, 2 tabel, 
19 daftar pustaka 

The female labor force participation rate has not moved from 50-55 
persen in the last ten years, and this condition has been exacerbated 
by the Covid-19 pandemic. This study looks at the various challenges 
for women in entering the world of work, maintaining jobs and 
building careers, and what strategies stakeholders can take to remove 
various barriers to women’s labor force participation. The strategic 
recommendations include affirmative actions and policies that could be 
taken by policy makers and companies to remove barriers to women’s 
participation in the workforce. The study is based on literature reviews 
of various studies and surveys conducted by the ILO in 2010-2020, 
especially regarding women in the world of work.

Keywords: gender equality; women labor force participation; glass 
ceiling effect

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tidak beranjak dari 50-
55 persen di sepuluh tahun terakhir, dan kondisi ini diperburuk dengan 
adanya pandemi Covid-19. Kajian ini melihat berbagai tantangan 
perempuan dalam memasuki dunia kerja, mempertahankan pekerjaan, 
berkarier, dan menyoroti strategi apa saja yang dapat dilakukan 
berbagai pemangku kepentingan untuk menghapus berbagai 
hambatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Rekomendasi strategi 
mencakup tindakan dan kebijakan afirmatif dari pemerintah dan 
perusahaan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan hambatan 
partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Kajian dibuat berdasarkan 
tinjauan pustaka dari berbagai studi dan survei yang dilakukan ILO di 
tahun 2010-2020, khususnya mengenai perempuan di dunia kerja.

Kata Kunci: kesetaraan gender, partisipasi angkatan kerja perempuan, 
efek langit-langit kaca
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Minimnya Perhatian terhadap Kebutuhan Laktasi di 
Perusahaan Media

The Lack of Attention to Lactation Needs in Media Companies

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol 26 No.1, April 2021, hal. 17-27, 31 daftar pustaka 

The fulfillment of exclusive breastfeeding is important not only for 
the babies and toddlers, but also for prevention of breast cancer to 
mothers and/ or women. Although the government has developed 
policies related to exclusive breastfeeding, the achievements are 
still inadequate. One of the problems is the lack of support from the 
workplace environment. This study focuses on the attention and 
support of media companies to the lactation needs of breastfeeding 
women journalists. This qualitative study uses the in-depth interview 
method and literature study. The results of the study show that media 
support for the lactation needs of female journalists is still very low. The 

newsroom must have a special policy that fully supports the lactation 
needs of journalists both at the office and outside the office. The study 
also found that full support from the social work environment plays 
a very important role in the success of a female journalist in giving 
exclusive breastfeeding. 

Keywords: women and journalism; feminism; access to lactation; 
working women

Pemenuhan ASI eksklusif penting tidak hanya bagi bayi dan balita, 
tetapi juga dapat mencegah kanker payudara pada ibu atau 
perempuan. Meski pemerintah telah mengembangkan kebijakan 
terkait pemberian ASI eksklusif, tetapi capaiannya masih belum 
memadai. Salah satu penyebab, kurangnya dukungan dari lingkungan 
tempat kerja. Penelitian ini berfokus pada perhatian dan dukungan 
perusahaan media terhadap kebutuhan laktasi jurnalis perempuan 
yang menyusui. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dan menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur. 
Hasil kajian menunjukkan dukungan perusahaan media terhadap 
kebutuhan laktasi jurnalis perempuan masih sangat minim. Oleh sebab 
itu, penelitian melihat bahwa sektor jurnalisme perlu memiliki kebijakan 
khusus yang mendukung penuh kebutuhan laktasi jurnalisnya baik 
ketika di kantor maupun di luar kantor. Kajian juga menemukan bahwa 
dukungan penuh dari lingkungan sosial kerja amat berperan dalam 
kesuksesan seorang jurnalis perempuan memberi ASI Eksklusif.

Kata kunci: perempuan dan jurnalisme; feminisme; menyusui; 
perempuan pekerja
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The non-strategic role and position of women workers in trade union 
organization, even in the women-dominated sector, is hardly changed 
even though the number of women members of trade unions is 
increasing. Various programs have been carried out to increase the 
strategic role of women in trade union organizations but so far have 
not shown significant results. Based on interviews with officers of 
gender equality programs for trade unions, union leaders and women 
and men members and literature studies this paper offers an idea of ​​
the need for a non-exclusive approach and actively and proportionally 
involving men in awareness-raising and gender equality programs for 
trade unions. This idea is based on the fact that in trade unions gender-
related program is always left to or only involves women. The strategy 
in the gender equality awareness and improvement program that only 
involves women causes the program’s effectiveness to be low because 
half of the causes of the problem is not involved.

Keywords: women worker; trade union; gender equality

Kedudukan dan peran non-sentral dan non-strategis  pekerja perempuan 
di organisasi serikat pekerja untuk  sektor yang dominan perempuan 
sekalipun, merupakan fenomena lama yang  hampir tak berubah 
meskipun jumlah pekerja perempuan yang menjadi anggota serikat 
pekerja semakin bertambah. Berbagai program telah dilakukan untuk 
meningkatkan peran strategis perempuan dalam organisasi serikat 
pekerja tetapi praktis belum menunjukkan luaran yang berarti.  Melalui 
wawancara dengan pelaksana program kesetaraan gender untuk 
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serikat pekerja, aktivis ketua maupun anggota perempuan dan laki-laki,  
studi literatur; tulisan ini menawarkan ide perlunya  pendekatan yang 
bersifat non-eksklusif dan secara aktif dan proporsional melibatkan laki-
laki dalam program-program peningkatan kesadaran dan kesetaraan 
gender untuk serikat pekerja. Ide ini didasarkan pada fakta bahwa di 
serikat pekerja program tersebut selalu diserahkan kepada atau hanya 
melibatkan perempuan. Strategi dalam program penyadaran dan 
peningkatan kesetaraan gender yang hanya melibatkan perempuan 
menyebabkan efektivitas program rendah karena separuh penyebab 
persoalan tidak dilibatkan. 

Kata-kata kunci: buruh perempuan; serikat pekerja; kesetaraan gender
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Working from home, when workers accomplish their duties and works 
at home, have become an important phenomenon during the Covid-19 
pandemic, that have been practiced for more than a year since the 
Covid-19 outbreak. For working women, working from home have 
combined two women’s duties in one place at the same time, those 
are their responsibilities as workers, and their responsibilities at homes 
– including care work, as the common gender role of women. This 
article aims to explore whether working from home could become a 
conducive mode of work for women and family’s welfare. What factors 
do the policy makers need to consider, so that working from home 
would not reproduce gender inequality against women. This article 
was developed from literature studies on the analysis and policy 
framework at the global level, and also several existing researches 
about the challenges that have been faced by working women during 
the Covid-19 pandemic in Indonesia.

Keywords: teleworking; working women; Covid-19 pandemic; gender 
and economy

Bekerja dari rumah (working from home), di mana para pekerja 
melakukan tugas-tugas dan pekerjaan dari rumah, menjadi sebuah 
fenomena penting di masa pandemi Covid-19, yang telah dipraktikkan 
lebih dari satu tahun sejak pandemi Covid-19 terjadi. Bagi perempuan 
pekerja, ‘bekerja dari rumah’ menggabungkan dua tugas perempuan 
di tempat dan waktu yang bersamaan, yaitu tanggung jawab bekerja, 
dan tanggung jawab rumah tangga - termasuk pengasuhan, yang 
pada umumnya menjadi peran gender perempuan. Tulisan ini ingin 
menelusuri apakah model ‘bekerja dari rumah’ dapat menjadi model 
kerja yang kondusif bagi perempuan dan kesejahteraan keluarga. Apa 
faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian pembuat kebijakan, 
agar ‘bekerja dari rumah’ tidak mereproduksi ketidakadilan gender 
terhadap perempuan. Tulisan ini disusun melalui studi literatur 
terhadap kerangka analisa dan kebijakan di tingkat global, serta 
beberapa penelitian mengenai tantangan yang dihadapi perempuan 
pekerja di masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kata kunci: kerja jarak jauh; perempuan pekerja; Pandemi Covid-19; 
gender dan ekonomi.
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Despite growing of internet users and digitalizing economy as result 
of Industry Revolution 4.0, Indonesia still experiences gender-based 
digital divides, in which, women are left behind in the digital economy 
and the growing information and communication technology (ICT) 
sector. To address the issue, affirmative action in accessing skills 
development programs and labor market are crucial. The aim of the 
study is to observe whether current affirmative action for women, have 
contributed in addressing the issue, and what other affirmative actions 
and initiatives are necessary, if any. The paper uses mixed qualitative 
and quantitative methods in which primary data are collected through 
interview and online survey respectively; and secondary data are 
collected through literature review. The study argues that affirmative 
action alone would not be adequate to address gender inequality in 
digital economy and ICT sector. This study concludes that an integrated 
intervention between access to capacity building and women’s 
participation is needed, to enable women to enter the digital economy 
and the ICT sector. 

Keywords: digital divide; digital economy; affirmative action; women 
participation

Kendati terjadi peningkatan pertumbuhan pengguna internet dan 
digitalisasi ekonomi sebagai produk Revolusi Industri 4.0, Indonesia 
masih mengalami kesenjangan digital di mana kaum perempuan 
tertinggal dalam ekonomi digital dan sektor teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK). Untuk menjawab persoalan ini, aksi afirmatif 
untuk memastikan perempuan memperoleh akses terhadap program 
pengembangan keterampilan dan dunia kerja menjadi hal yang 
krusial. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji apakah kebijakan 
afirmatif bagi perempuan yang saat ini sudah ada berkontribusi 
dalam memecahkan persoalan kesenjangan digital dan aksi afirmatif 
dan inisiatif tambahan apa yang diperlukan. Studi ini menggunakan 
metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan data primer 
yaitu melalui survei dan wawancara; serta melakukan mengumpulkan 
data sekunder melalui studi literatur. Studi ini menawarkan argumentasi 
bahwa aksi afirmatif saja tidak memadai untuk menjawab persoalan 
ketidaksetaraan gender dalam ekonomi digital dan sektor TIK. Studi 
ini menyimpulkan bahwa diperlukan intervensi yang terintegrasi 
antara peningkatan akses terhadap pengembangan kapasitas dan 
keterlibatan perempuan, agar perempuan dapat memasuki ekonomi 
digital dan sektor TIK. 

Kata kunci: Kesenjangan digital, ekonomi digital, aksi afirmatif, 
partisipasi perempuan 
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This article was formulated based on interviews with 5 (five) trade union 
confederations from a number of confederations in Indonesia, namely: 
Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Konfederasi Sarikat 
Buruh Muslimin Indonesia (KSarbumusi), Konfederasi Serikat Buruh 
Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), 
and Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KKASBI). 
This article seeks to explore the efforts made by the trade union 
confederation in promoting gender equality - specifically in advancing 
the agenda for the prevention and elimination of sexual violence 
in the world of work. This article was compiled based on research 
with a qualitative approach, with data collection methods through 
interviews and literature studies. The results of this study found that the 
confederations interviewed had already set up internal structures that 
have specific functions on issues related to gender equality, gender-
based violence, and women’s empowerment; although still limited and 
on ad-hoc basis. This research also finds that the role of the trade union 

confederation is particularly prominent in advocating policies related to 
sexual violence and gender-based violence in the world of work, such 
as advocating the Bill on the Elimination of Sexual Violence, and the 
ratification of the ILO Convention No. 190 on Violence and Harassment.

Keywords: women and trade union; sexual violence at work; women 
and the labor movement

Artikel ini disusun berdasarkan wawancara terhadap 5 (lima) konfederasi 
serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dari sejumlah konfederasi 
yang ada di Indonesia, yaitu: Konfederasi Serikat Pekerja Nasional 
(KSPN), Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (KSarbumusi), 
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi 
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat 
Buruh Indonesia (KKASBI). Artikel ini berusaha menelusuri upaya-
upaya yang telah dilakukan oleh konfederasi SP/SB tersebut dalam 
mendorong kesetaraan gender - secara khusus dalam memajukan 
agenda pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual di dunia 
kerja. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian dengan pendekatan 
kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan 
studi literatur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konfederasi yang 
diwawancarai telah memiliki struktur internal yang memiliki fungsi 
khusus terkait isu-isu kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, 
maupun pemberdayaan perempuan; meskipun masih bersifat terbatas 
dan ad-hoc. Penelitian ini juga menemukan peran konfederasi serikat 
pekerja/serikat buruh terutama menonjol dalam advokasi kebijakan 
terkait kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender di dunia kerja, 
seperti advokasi terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan 
ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan.

Kata kunci: perempuan dan serikat pekerja; kekerasan seksual di tempat 
kerja; perempuan dan gerakan buruh
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Abstrak

Kedudukan dan peran non-sentral dan non-strategis  pekerja perempuan di organisasi serikat pekerja untuk  sektor yang dominan 
perempuan sekalipun, merupakan fenomena lama yang  hampir tak berubah meskipun jumlah pekerja perempuan yang menjadi 
anggota serikat pekerja semakin bertambah. Berbagai program telah dilakukan untuk meningkatkan peran strategis perempuan 
dalam organisasi serikat pekerja tetapi praktis belum menunjukkan luaran yang berarti.  Melalui wawancara dengan pelaksana 
program kesetaraan gender untuk serikat pekerja, aktivis ketua maupun anggota perempuan dan laki-laki,  studi literatur; tulisan 
ini menawarkan ide perlunya  pendekatan yang bersifat non-eksklusif dan secara aktif dan proporsional melibatkan laki-laki dalam 
program-program peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender untuk serikat pekerja. Ide ini didasarkan pada fakta bahwa di 
serikat pekerja program tersebut selalu diserahkan kepada atau hanya melibatkan perempuan. Strategi dalam program penyadaran 
dan peningkatan kesetaraan gender yang hanya melibatkan perempuan menyebabkan efektivitas program rendah karena separuh 
penyebab persoalan tidak dilibatkan. 

Kata-kata kunci: buruh perempuan; serikat pekerja; kesetaraan gender

Abstract 

The non-strategic role and position of women workers in trade union organization, even in the women-dominated sector, is hardly 
changed even though the number of women members of trade unions is increasing. Various programs have been carried out to 
increase the strategic role of women in trade union organizations but so far have not shown significant results. Based on interviews 
with officers of gender equality programs for trade unions, union leaders and women and men members and literature studies this 
paper offers an idea of ​​the need for a non-exclusive approach and actively and proportionally involving men in awareness-raising and 
gender equality programs for trade unions. This idea is based on the fact that in trade unions gender-related program is always left to 
or only involves women. The strategy in the gender equality awareness and improvement program that only involves women causes 
the program’s effectiveness to be low because half of the causes of the problem is not involved.

Keywords: women worker; trade union; gender equality

Pendahuluan

“…..ingin memperbanyak pengurus perempuan karena 80 
persen pekerja adalah perempuan karena kalau di serikat 
pekerja banyak perempuan mungkin akan lebih banyak 
pemikiran dan aspirasi lain, jadi makin berwarna dan bisa 
membantu pekerja perempuan lain yang masih takut 
bersuara…” (Ismarlina, pekerja perempuan peserta Sekolah 
Buruh Perempuan)1.

Posisi tawar pekerja Indonesia secara umum semakin 
lemah dilihat dari berbagai kasus pelanggaran hak 
pekerja yang menimbulkan perselisihan industrial dan 
aksi-aksi industrial yang membuktikan semakin kuatnya 
posisi pengusaha dan lemahnya peran pemerintah 
dalam perlindungan terhadap warga negara pekerja, 

bahkan untuk dipenuhinya hak pekerja yang telah diatur 
oleh undang-undang. Situasi tersebut menyebabkan 
peran serikat pekerja sebagai organisasi untuk 
memperjuangkan kepentingan pekerja menjadi sangat 
penting. Meskipun secara faktual, serikat pekerja semakin 
menghadapi tantangan internal maupun eksternal dalam 
mempertahankan eksistensinya. Tantangan terhadap 
eksistensi serikat pekerja terutama disebabkan oleh 
perkembangan strategi kapitalisme global dan kebijakan 
pemerintah untuk ketenagakerjaan dan perburuhan, 
yang semakin berpihak pada modal.

Situasi yang dihadapi oleh serikat pekerja di  Indonesia 
juga dihadapi oleh serikat pekerja di seluruh dunia. 
Sistem kapitalisme global yang terus mengembangkan 
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berbagai strategi untuk bertahan dan berakumulasi di 
tengah ekonomi yang semakin rentan dan krisis yang 
semakin sering terjadi telah mendesak posisi serikat 
pekerja menjadi semakin terpinggirkan dan tergerus 
kekuatannya. Krisis ekonomi secara pasti mengurangi 
jumlah anggota serikat pekerja karena pemutusan 
hubungan kerja. Penerapan fleksibilitas pasar kerja 
(Nugroho & Tjandraningsih 2007) dan hubungan 
kerja  yang dibangun sebagai strategi modal untuk 
lebih lentur menghadapi krisis juga membawa akibat 
langsung  berkurangnya anggota serikat pekerja karena 
berkurangnya jumlah pekerja tetap. Pekerja dengan 
status hubungan kerja tetap atau permanen merupakan 
konstituen utama dari serikat pekerja.

Tantangan terhadap eksistensi serikat pekerja 
berimbas langsung kepada anggota-anggotanya. Imbas 
berganda dialami oleh pekerja perempuan karena selain 
perannya sebagai pekerja masih belum sepenuhnya 
diakui dalam organisasi serikat pekerja,  persoalan yang 
dihadapi pekerja perempuan masih belum dianggap 
sebagai isu organisasi. Terdapat kecenderungan di dalam 
organisasi serikat pekerja untuk memprioritaskan isu-isu 
upah dan kebijakan pemerintah lainnya sebagai agenda 
perjuangan dan tidak memasukkan persoalan yang 
dihadapi anggota perempuan di dalamnya.

Sebagai anggota serikat, perempuan yang bekerja 
di berbagai sektor pekerjaan yang secara jumlah 
mendominasi masih belum juga terwakili kedudukan, 
peran dan kepentingannya secara proporsional dalam 
organisasi serikat pekerja. Perempuan juga masih sedikit 
yang menduduki posisi strategis dalam organisasi. 
Bermacam upaya untuk membawa perspektif dan 
kepentingan perempuan dalam serikat pekerja telah 
dilakukan akan tetapi progresnya sangat lambat. Tulisan 
ini hendak memeriksa sekaligus menawarkan alternatif 
strategi untuk memunculkan perempuan dalam serikat 
pekerja melalui telaah dan analisis terhadap program 
dan kegiatan pendidikan peningkatan kapasitas dan 
kesetaraan gender yang dilaksanakan oleh serikat 
pekerja dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Secara 
umum pendekatan program yang hanya berfokus pada 
perempuan dan  tidak melibatkan laki-laki menjadi 
salah satu kendala utama yang menyebabkan tujuan 
memberdayakan pekerja sulit dicapai.

Informasi dalam tulisan ini mengacu pada studi 
literatur dan pendekatan kualitatif melalui percakapan 
dan wawancara dengan para aktivis serikat pekerja 
perempuan dan laki-laki, pengelola program 
pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender 
untuk serikat pekerja.

Serikat Pekerja dan Pekerja Perempuan di 
Indonesia

Peran Serikat Pekerja

Dari perspektif ilmu politik, serikat pekerja adalah 
elemen yang amat penting dalam sistem demokrasi. 
Serikat pekerja yang mengorganisir kelas pekerja, 
dengan jumlah anggota dan kemampuan organisasinya, 
menurut Rueschemeyer et al. (1992), dapat memberikan 
kapasitas bagi pekerja untuk menyeimbangkan kekuatan 
antar kelas dalam sistem kapitalisme. Apalagi dengan 
karakteristik yang diidentifikasi oleh Valenzuela yakni 
kemampuannya untuk mengganggu ekonomi dan 
mencegah represi total untuk demokratisasi (Baccaro 
et al. 2018). Meskipun Baccaro et al lebih lanjut menulis 
bahwa untuk konteks Asia kontribusi serikat pekerja 
terhadap demokratisasi sebagaimana disebut oleh 
Rueschemeyer et al (1992) perlu dikaji ulang. Akan 
tetapi, kekuatan anggota serikat pekerja dari sisi jumlah 
dan kapasitas berorganisasi merupakan modal utama 
bagi serikat pekerja di mana pun untuk memberi 
pengaruh yang besar dalam proses demokratisasi, baik 
di tempat kerja maupun di arena politik yang lebih luas. 
Pembahasan mengenai peran politik serikat pekerja di 
Indonesia dapat dilihat misalnya melalui Suryomenggolo 
(2014), Caraway et al (2015), Triyono (2016), Aditya (2018); 
Faedlulloh (2019) dan Rochadi (2020).

Dalam kerangka hubungan industrial, serikat pekerja 
juga berperan untuk menciptakan demokrasi industrial 
di tempat kerja sebagai pemilik suara yang sah untuk 
pengambilan keputusan yang menyangkut kerja 
dan hubungan kerja. Meskipun demikian, demokrasi 
industrial yang dicetuskan oleh Sydney dan Beatrice 
Webb di abad 19 (Salamon  2010) perlu disikapi dengan 
kritis karena muncul pertanyaan apakah demokrasi di 
tempat kerja dengan serikat pekerja sebagai elemen 
utamanya konsisten dengan demokrasi dalam internal 
organisasi serikat pekerja. Gumbrell-McCormick dan 
Hyman (2019) mengatakan bahwa beberapa penulis 
hubungan industrial menyatakan bahwa serikat pekerja 
tidak bisa mendapat legitimasi sebagai kekuatan 
demokrasi kecuali dapat membuktikan bahwa secara 
internal organisasi dan dalam dirinya sendiri juga 
menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam rangka 
mengefektifkan peran mendorong demokratisasi maka 
serikat pekerja memerlukan apa yang diidentifikasikan 
oleh Regalia sebagai “the capacity to interpret, decipher, 
sustain, and redefine the demands of the represented, so 
as to evoke the broadest possible consensus and approval”; 
atau kapasitas untuk memaknai, menguraikan, 
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mendukung dan meredefinisi kebutuhan mereka yang 
diwakili agar  dapat memunculkan kesepakatan secara 
optimal (Gumbrell-McCormick & Hyman 2019).

Dari titik reformasi di Indonesia - yang sering 
dimaknai sebagai terbukanya alam demokrasi dan 
lepas dari pemerintahan yang otoriter - dunia serikat 
pekerja adalah salah satu yang paling merasakan 
keterbukaan tersebut.  Dalam dua puluh tahun terakhir, 
dengan diakhirinya era serikat tunggal oleh Presiden 
Habibie dengan penandatanganan Konvensi ILO No. 87 
tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak 
untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO No. 98 tentang 
Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi 
dan untuk Berunding Bersama dan diundangkannya 
kebebasan berserikat melalui UU No. 21 tahun 2000 
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh oleh Presiden 
Abdurrahman Wahid, jumlah organisasi serikat 
pekerja berkembang pesat. Hal ini berbeda dari masa 
sebelumnya di mana hanya ada satu serikat, yaitu Serikat 
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Data yang dicatat oleh 
industriall-union.org, sebuah proyek penguatan serikat 
pekerja, berdasarkan data resmi dari Kementerian Tenaga 
Kerja memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 jumlah 
organisasi di tingkat perusahaan berjumlah di atas 10 
ribu, dengan total anggota 3,2 juta orang. Organisasi di 
tingkat perusahaan itu berafiliasi pada 111 federasi dan 
federasi tersebut berafiliasi pada 16 konfederasi. 

Perempuan di Serikat Pekerja: Mayoritas tapi tak Tampak 

Serikat–serikat pekerja yang berpengaruh di tingkat 
nasional di Indonesia mengorganisir pekerja di sektor-
sektor yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan. 
Akan tetapi sebagaimana di tempat kerja, dominasi 
secara jumlah berbanding terbalik dengan partisipasi 
dan peran strategis dalam organisasi serikat pekerja. 
Secara sosiologis, pekerja perempuan menghadapi multi-
layered power structure  atau struktur kekuasaan berlapis.  
Proses industrialisasi yang bermula di awal tahun 1970-
an dicirikan dengan feminisasi dan urbanisasi kaum 
perempuan yang berasal dari kelas sosial miskin dan 
berpendidikan rendah masuk ke lingkungan dan harus 
berhadapan dengan  kelas sosial yang terdiri dari laki-
laki yang lebih berpendidikan dan berkuasa serta lebih 
kuat secara ekonomi baik di tempat kerja maupun di 
organisasi serikat pekerja. Situasi tersebut langsung 
meletakkan pekerja perempuan dalam posisi subordinat.  
Dalam sebuah wawancara seorang perempuan aktivis 
bercerita saat pertama kali bekerja di awal 1990-an, ia 
selalu menundukkan kepala dan tidak berani menatap 
mata ketika berhadapan dengan atasannya (laki-laki) dan 

tidak  berani berpendapat. Kondisi semacam ini masih 
dialami pekerja perempuan saat ini dan berdampak pada 
tenggelamnya kepentingan perempuan.

Hingga saat ini belum ada data anggota serikat 
pekerja di tingkat nasional yang terpilah berdasarkan 
gender. Data anggota berdasarkan gender dimiliki oleh 
sebagian  serikat di tingkat federasi. Untuk serikat yang 
mengorganisir sektor industri yang mayoritas pekerjanya 
perempuan seperti garmen, sepatu, mainan, rokok, maka 
persentase anggotanya akan didominasi perempuan 
dan sebaliknya. Dengan demikian anggota serikat 
pekerja di sektor tersebut juga mayoritas perempuan.  
Akan tetapi sudah bisa dipastikan bahwa pada serikat  di 
sektor-sektor tersebut amat sedikit jumlah perempuan 
yang menjabat sebagai pimpinan organisasi, baik di 
tingkat pabrik maupun di tingkatan cabang dan federasi 
sebagaimana tergambar dalam  ilustrasi berikut ini.

SPN atau Serikat Pekerja Nasional, mayoritas 
anggotanya adalah perempuan. Namun dari total 600 
Pengurus Serikat Pekerja (PSP), hanya kurang dari 5 
persen PSP yang ketuanya di tingkat pabrik adalah 
perempuan dan hanya 1 (satu) Dewan Pengurus 
Daerah (DPD) yang ketuanya perempuan (Shanto 2021, 
wawancara, 31 Maret). Di Garteks atau Gabungan Serikat 
Buruh Tekstil, ada 15 perempuan ketua  dari total 130 
PSP tingkat pabrik (12 persen) dan 3 perempuan ketua 
di tingkat cabang. Garteks atau Gabungan Serikat Buruh 
Tekstil mempunyai 4 perempuan pimpinan organisasi 
di tingkat perusahaan dari total 130 organisasi dan 3 
perempuan pimpinan cabang dari 18 organisasi (Ary 
Djoko 2021,wawancara, 1 April ). 

Posisi marginal perempuan dalam serikat pekerja 
merupakan fenomena global yang belum berubah. 
Ledwith (2012) menuliskan bahwa keberadaan 
perempuan dalam posisi subordinat dalam serikat pekerja 
terus terjadi meskipun telah terjadi banyak perubahan 
dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam 
dunia kerja dan munculnya keprihatinan terhadap defisit 
gender sejak gelombang kedua feminisme di tahun 
1970-an. Situasi itu disebutkannya sebagai sebuah kisah 
tentang perserikatan maskulin yang eksklusif versus 
tuntutan untuk politik gender yang inklusif (exclusionary 
masculinized unionism versus demands for an inclusive 
gender politics).

Konfederasi serikat pekerja Eropa menyatakan 
bahwa meningkatkan keseimbangan gender dalam 
kepemimpinan di organisasi serikat pekerja dan di  
struktur pengambilan keputusan masih tetap menjadi 
tantangan mendasar bagi gerakan serikat pekerja 
(Ledwith 2012 mengutip Pilinger 2010).
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Posisi perempuan sebagai anggota dalam  serikat 
pekerja masih menghadapi persoalan yang sama seperti 
di tempat kerja yang termarginalisasi dan terdiskriminasi. 
Di tempat kerja perempuan menghadapi pelanggaran 
hak pekerja secara umum maupun hak perlindungan 
reproduksi, mengalami pelecehan seksual dan 
diskriminasi. Di organisasi serikat pekerja sebagaimana 
diilustrasikan di atas perempuan tidak menempati 
posisi-posisi puncak atau pengambil keputusan strategis 
melainkan menduduki posisi tradisional sebagai 
pelaksana seperti bendahara, sekretaris, staf bidang 
pendidikan. Di acara-acara serikat pekerja, anggota 
perempuan bertugas di seksi keuangan (juru bayar), 
konsumsi, pembawa acara atau  pembawa baki cendera 
mata. 

Dalam aksi-aksi rutin serikat  pekerja dan dalam 
peringatan hari Buruh Internasional persoalan yang 
dihadapi pekerja perempuan tidak menjadi isu dan 
tuntutan dominan, sebagaimana dicatat LIPS (Majalah 
Sedane 2019).  Isu pekerja perempuan baru muncul 
di peringatan Hari Perempuan Internasional yang 
perayaannya didominasi oleh pekerja perempuan sendiri 
dengan partisipasi laki-laki yang minim. 

Keterpinggiran dan ketidakterwakilan perempuan 
secara jumlah, kepentingan dan peran dalam serikat 
pekerja sudah menjadi pertanyaan yang berusaha 
dijawab melalui berbagai penelitian dan dari berbagai 
perspektif  yang memperlihatkan bahwa dominasi laki-
laki dalam organisasi serikat pekerja menyebabkan 
anggota pekerja perempuan tidak terlihat (oleh laki-
laki) (ILO 2005; Hilmy & Fatma 2011; Subagya dkk 2013, 
Zuhaena 2015, Nilamsari 2017; TURC 2019). 

Partisipasi perempuan di sektor usaha menengah dan 
besar yang cenderung stagnan tercermin dalam peran 
perempuan dalam organisasi serikat pekerja. Untuk 
diketahui, serikat pekerja di Indonesia secara umum 
masih berkonsentrasi mengorganisir pekerja di sektor 
formal terutama di industri manufaktur. 

Pengalaman Perempuan di Serikat Pekerja

Meskipun dengan irama yang sangat lambat, 
kebebasan berserikat yang terbuka sejak dua puluh 
tahun yang lalu  telah membuka celah bagi peran dan 
suara pekerja perempuan melalui organisasi serikat 
pekerja. Melalui perjuangan para perintis kesetaraan hak 
perempuan sebagai anggota serikat pekerja perlahan-
lahan muncul para perempuan pegiat serikat pekerja 
untuk mengangkat kepentingan pekerja perempuan 
dalam organisasi. Perjuangan dimulai dua puluh 

tahun lalu dengan berusaha merebut  hak anggota 
perempuan untuk menjadi anggota delegasi dalam 
kongres organisasi dan mengubah tata tertib kongres 
yang menghilangkan hak pilih perempuan sementara 
anggaran dasar mencantumkan hak memilih dan dipilih 
anggota sah organisasi. Perjuangan dilanjutkan dengan 
persyaratan kuota 30 persen kehadiran perempuan 
dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja (Lilis Mahmudah 
2021, wawancara, 26 Maret). 

Jauh sebelumnya, salah satu awal perjuangan 
mengangkat suara pekerja perempuan dimulai dengan 
kegiatan  yang diinisiasi oleh almarhumah Ari Sunarijati, 
seorang perempuan aktivis SPSI yang pada awal 
tahun 1990-an mendirikan Pondok Pekerja Wanita di 
Jakarta, Sukabumi dan Surabaya, yang diikuti dengan 
mendirikan Lembaga Wanita, Pekerja dan Anak sebagai 
salah satu sayap organisasi serikat pekerja terbesar di 
Indonesia saat itu. Tujuan pendiriannya adalah untuk 
mendidik pekerja perempuan agar mengetahui hak-
haknya sebagai pekerja dan sebagai anggota serikat 
pekerja dan menyiapkan pekerja perempuan sebagai 
pimpinan serikat pekerja (Ashoka.org 2021)2. Di masa 
itu, dengan serikat pekerja tunggal yang dikontrol 
pemerintah,  tujuan kegiatan yang dilakukan terutama 
adalah menyiapkan kader-kader pimpinan serikat yang 
benar-benar datang dari kaum pekerja.

Perjuangan mengangkat suara perempuan di serikat 
pekerja juga dilakukan oleh seorang perempuan aktivis. 
Pengalaman pribadi bergaul dengan laki-laki aktivis 
serikat pekerja yang sangat dominan dan menempatkan 
perempuan aktivis sebagai pembuat kopi karena ia seorang 
perempuan menjadi pemicu untuk memperjuangkan 
kesetaraan perempuan pekerja dalam organisasi serikat 
pekerja. Peristiwa ‘perempuan membuatkan kopi untuk 
laki-laki di ruang publik’ kemudian menjadi salah satu 
cara menciptakan kesetaraan dalam organisasi serikat 
pekerja di tingkat perusahaan dengan larangan untuk 
pengurus perempuan membuatkan kopi bagi pengurus 
laki-laki (Endang Rokhani – pengacara, pendidik dan 
motivator bagi pekerja perempuan 2021, wawancara, 30 
Maret). 

Inisiatif lain untuk melawan marginalisasi 
perempuan di serikat pekerja juga dilakukan oleh 
seorang pekerja perempuan yang tanpa lelah berjuang 
untuk mengangkat dirinya menjadi wakil perempuan 
dalam organisasi serikat pekerja dengan terus belajar 
memahami ketimpangan relasi gender di tempat kerja 
dan di organisasi. Pengalaman pribadinya menghadapi 
perlawanan para aktivis laki-laki di serikat pekerja terhadap 
pencapaiannya meniti tangga hierarki organisasi justru 
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semakin meneguhkan motivasi untuk mendorong ke 
permukaan permasalahan dan kepentingan perempuan 
pekerja (Izzah Inzamliyah - pendidik perempuan anggota 
serikat pekerja 2021, wawancara, 29 Maret).

Inisiatif perjuangan tersebut masih terus dilanjutkan 
hingga kini sebab perempuan pekerja masih 
menghadapi hambatan yang sama untuk mendapat 
kesempatan yang setara  dalam organisasi serikat 
pekerja. Sebuah angket kecil yang diselenggarakan oleh 
Komite Perempuan Serikat Pekerja Bekasi (KPPSB) pada 
13 Maret 2021 dalam rangka peringatan International 
Women’s Day dengan menargetkan perempuan anggota 
serikat pekerja menyatakan bahwa dua hambatan utama 
bagi perempuan untuk menduduki posisi pengambil 
keputusan di organisasi serikat pekerja adalah 
pandangan (dari laki-laki) bahwa perempuan belum 
mampu memimpin dan karena soal pembagian waktu.

Jika ditarik ke ranah konseptual, pengalaman 
perempuan dan hambatan yang dihadapi dalam 
organisasi serikat merupakan  cerminan dan wujud dari  
jalinan stereotip gender, ketimpangan relasi gender 
dan budaya patriarki dalam masyarakat.  Ideologi yang 
mengonstruksikan dan membentuk peran gender 
telah mengakar di benak masyarakat dan sangat sering 
memengaruhi atau bahkan menjadi basis kebijakan yang 
bias sehingga menghasilkan kebijakan yang meletakkan 
buruh perempuan di posisi yang semakin lemah.

Sebagai penegas atau pengingat, gender merupakan 
konsep sekaligus alat analisis terhadap cara pandang 
tentang lelaki dan perempuan baik secara fisik maupun 
secara konstruksi sosial. Gender, relasi gender dan 
berbagai elemennya merupakan pokok kerja feminisme. 
Feminisme sendiri mempermasalahkan hubungan 
gender yang dikonstruksikan dan disetir secara politis 
sehingga teori feminisme membutuhkan alat untuk 
mengklarifikasikan struktur sosial dan politik serta 
memperlihatkan bagaimana gender diproduksi dan 
direproduksi; melalui  lensa gender,  feminisme hendak 
memeriksa asumsi kekuasaan, mengubah kesadaran, 
melihat adanya penindasan dan bertindak untuk 
mengakhirinya (Arivia 2016).

Konstruksi sosial terhadap cara pandang pada ciri dan 
peran perempuan jelas diterapkan baik oleh laki-laki dan 
perempuan sendiri di lingkungan tempat kerja maupun 
di organisasi serikat. Dalam perkembangannya muncul 
garis tegas antara isu perempuan dan isu laki-laki, urusan 
perempuan dan urusan laki-laki, urusan organisasi dan 
urusan perempuan, urusan proses kerja dan urusan 
perempuan.

Di tempat kerja, pembedaan urusan perempuan 
dan urusan lain dapat diilustrasikan sebagai berikut. 
Jika ada persoalan mengenai pelanggaran terhadap 
perlindungan hak reproduksi seperti pelecehan 
seksual, hampir secara otomatis persoalan itu dianggap 
sebagai persoalan perempuan atau jenis kelamin dan 
bukan dianggap sebagai persoalan K3 (Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja) atau persoalan proses/prosedur 
kerja. Karena pelanggaran tersebut dianggap sebagai 
persoalan perempuan maka perempuanlah yang harus 
menyelesaikannya. 

Ilustrasi yang serupa juga terjadi dalam organisasi 
serikat pekerja di mana isu perempuan tidak dianggap 
sebagai isu organisasi akan tetapi merupakan isu spesifik. 
Belum ada organisasi serikat pekerja yang meletakkan 
masalah pelecehan seksual sebagai isu organisasi yang 
secara institusi diangkat menjadi isu prioritas, bahkan di 
serikat pekerja yang anggotanya mayoritas perempuan. 
Terkecuali pada Federasi Serikat Buruh Persatuan 
Indonesia (FSBPI) yang menjadikan masalah pelecehan 
seksual sebagai agenda prioritas organisasi. Sudah 
menjadi fenomena yang umum dalam organisasi serikat 
pekerja untuk menyerahkan penyelesaian masalah yang 
menyangkut pelecehan seksual atau perlindungan hak 
reproduksi kepada perempuan.  Juga merupakan hal 
yang umum pada forum diskusi di serikat pekerja saat 
membicarakan permasalahan umum maka pengurus 
laki-laki yang aktif bicara; sementara ketika bergeser 
pada permasalahan yang terkait perempuan, waktu dan 
tempat secara otomatis  diserahkan kepada perempuan. 
Demikian juga  untuk acara-acara atau undangan 
dari pihak luar, secara otomatis sudah ada pemisahan 
penugasan untuk laki-laki menghadiri kegiatan yang 
membahas upah, PKB (Perjanjian Kerja Bersama),  atau 
jaminan sosial  dan bagi perempuan untuk menghadiri 
kegiatan yang membahas hak reproduksi, pelecehan 
seksual dan perlindungan maternitas.

Para aktivis laki-laki dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), 
Kimia Energi Pertambangan (KEP) dan Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang diwawancarai 
mengakui bahwa serikat pekerja adalah organisasi 
yang amat maskulin dan masih membedakan antara 
isu organisasi dan isu perempuan (Shanto, Guntoro, 
Kahar, 2021, wawancara, 31 Maret). Organisasi yang 
berciri maskulin ditandai dengan misalnya jam kegiatan 
rapat dan pertemuan yang berlangsung hingga larut 
malam atau dilaksanakan di luar kota hingga berhari-
hari, ruangan rapat penuh asap rokok dan lelucon yang 
bersifat seksis. Kondisi tersebut membuat sulit bagi 
perempuan untuk dapat berpartisipasi secara optimal 
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karena situasi yang tidak nyaman.  Pembedaan isu 
perempuan dari isu organisasi juga diakui memang 
terjadi. Isu yang dianggap sebagai isu organisasi adalah 
isu mengenai upah, PKB (Perjanjian Kerja Bersama), 
regulasi pemerintah terkait ketenagakerjaan seperti 
Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan jaminan sosial, 
advokasi dan pembelaan anggota. Isu mengenai cuti 
melahirkan dan perlindungan maternitas dianggap 
sebagai isu perempuan. Menurut para pengurus laki-
laki pemisahan antara isu perempuan dan isu organisasi 
sebagian disebabkan karena sikap eksklusif perempuan 
yang dipandang hanya mau berurusan dengan hal-
hal yang menyangkut hak reproduksi perempuan dan 
enggan untuk ikut mengurus pembelaan dan advokasi. 
Perempuan juga dipandang merasa puas berada dalam 
zona nyaman di bidang atau departemen perempuan 
dalam  organisasi. Sebagai catatan, semua serikat memiliki 
departemen perempuan  dalam struktur organisasi dan 
belakangan  membentuk komite perempuan sebagai 
sayap organisasi. Berbeda dengan sudut pandang laki-
laki tentang zona nyaman di atas, seorang perempuan 
pimpinan  cabang melihat bahwa pembentukan komite 
perempuan di organisasi serikat lebih merupakan sebuah 
panggung yang diciptakan agar pengurus organisasi 
tidak perlu mengurus isu perempuan.

Seperti rekan perempuannya, para pengurus laki-
laki juga melihat bahwa peran dan aktivitas perempuan 
dalam organisasi disebabkan oleh faktor dalam diri 
perempuan berupa batasan yang dibuat oleh perempuan 
sendiri yang menyesuaikan dengan statusnya sebagai 
istri dan atau ibu. Faktor internal tersebut diakui oleh 
para pengurus laki-laki merupakan akibat dari budaya 
patriarki yang menyempitkan ruang gerak perempuan di 
arena publik.

Program Pemberdayaan Perempuan di Serikat 
Pekerja

Terpinggirkannya peran perempuan dalam 
organisasi serikat pekerja sudah dan sedang  berusaha 
diatasi melalui berbagai program  kesetaraan gender 
yang diselenggarakan oleh serikat pekerja maupun 
oleh lembaga pendamping serikat pekerja.  Program-
program itu terutama ditujukan untuk membangun 
kesadaran pekerja perempuan untuk mampu bersuara 
menyampaikan perlawanan terhadap pelanggaran 
hak di tempat kerja dan untuk  membuka kesadaran 
perempuan terhadap kemampuannya mengambil peran 
penting dan strategis  dalam organisasi yang setara 
dengan laki-laki. Pendekatan tindakan khusus sementara 
(affirmative action)  atau disebut juga sebagai diskriminasi 

positif menjadi warna program karena realitas sosial yang 
menempatkan situasi perempuan tidak setara dalam 
masyarakat; pendekatan ini memang bertujuan untuk 
mempromosikan kesetaraan sosial melalui perlakuan 
khusus terhadap kelompok-kelompok yang secara sosial-
ekonomi terpinggirkan.  Dan pekerja perempuan adalah 
kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Sebuah program pemberdayaan pekerja perempuan 
yang dilaksanakan oleh Trade Union Rights Centre ( 
TURC), sebuah organisasi nonpemerintah yang fokus 
pada advokasi hak pekerja, bekerja sama dengan CARE 
Indonesia, dalam bentuk Sekolah Buruh Perempuan 
(SBP) misalnya, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 
perempuan pengurus serikat di tingkat pabrik  dalam 
menggunakan data publik untuk keperluan advokasi. 
Peserta SBP seluruhnya perempuan dan pemberi 
materi sebagian besar perempuan. Kesinambungan 
keikutsertaan perempuan di SBP juga menghadapi 
tantangan serupa dengan partisipasi dalam kegiatan 
serikat pekerja yakni  ijin dari keluarga selain juga 
ijin dari perusahaan. SBP mengonfirmasi bahwa 
pekerja perempuan memang perlu dilatih untuk 
menampilkan diri dan menyuarakan keinginan maupun 
kepentingannya kepada publik serta diperkenalkan pada 
hak sebagai pekerja dan hak untuk melawan tindakan-
tindakan diskriminatif baik dari perusahaan maupun 
dari organisasi. Proses SBP juga memperlihatkan bahwa 
meskipun telah dimulai sejak dua puluh tahun yang 
lalu, penyadaran hak pekerja perempuan hingga saat ini 
masih terus harus selalu dimulai lagi.

Industry All Indonesia Council yang terdiri dari 11 
federasi serikat pekerja sejak akhir tahun 2013 telah 
membentuk  komite perempuan yang agenda utamanya 
adalah kampanye mengenai perlindungan maternitas. 
Agenda ini selain merupakan agenda internasional 
terkait konvensi ILO 183 tentang Perlindungan Maternitas 
juga mengakomodasi laporan dari perempuan anggota 
federasi afiliasi tentang pemeriksaan untuk mendapat 
hak cuti haid. 

Kegiatan komite perempuan Industry All Indonesia 
Council seperti juga komite perempuan di organisasi 
serikat pekerja sepenuhnya dilaksanakan oleh 
perempuan. Partisipasi laki-laki sangat terbatas dan 
sifatnya cenderung formalitas dan seremonial.  Atau 
bantuan yang bersifat ad hoc untuk urusan-urusan yang 
dianggap sebagai urusan laki-laki misalnya urusan yang 
sifatnya teknis dan berkaitan dengan teknologi.

Program-program pelatihan gender di serikat 
memang hanya diperuntukkan bagi perempuan dan 
dalam beberapa kegiatan laki-laki tidak boleh ikut. Di satu 
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sisi hal itu ditempuh untuk membebaskan perempuan 
untuk menyatakan keinginan dan kegelisahannya 
terhadap isu-isu terkait gender dalam forum yang tidak 
ada laki-laki. Akan tetapi di sisi lain cara itu justru semakin 
menjauhkan laki-laki dari pemahaman dan kesadaran 
terhadap ketimpangan relasi gender dan menegaskan 
anggapan pada laki-laki bahwa urusan gender adalah 
urusan perempuan. Dan hal terpenting lain adalah 
anggapan bahwa laki-laki tidak berkontribusi terhadap 
ketimpangan  relasi gender yang terjadi. Sementara 
diakui bahwa budaya patriarki adalah penyebab  
ketimpangan relasi tersebut .

Program-program penyadaran dan kesetaraan 
gender dengan pendekatan tindakan afirmasi yang 
mengutamakan perempuan sebagai kelompok yang 
tertinggal  di sisi lain menimbulkan kesan eksklusif  yang 
dampaknya makin mempertegas pemisahan urusan 
perempuan versus urusan organisasi atau mengeluarkan 
urusan kepentingan perempuan dari urusan organisasi. 
Tindakan afirmasi juga dapat meniadakan meritokrasi 
dan menganggap sebuah capaian atau kemajuan diraih 
bukan karena kerja keras melainkan pengistimewaan 
– dan hal itu bisa bersifat kontraproduktif. Salah satu 
contoh adalah muncul kecemburuan pada laki-laki  yang 
merasa perempuan terlalu banyak diberi keistimewaan 
untuk meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai 
pelatihan  khusus perempuan. 

Tindakan afirmasi memang diperlukan untuk 
membuka ruang untuk menyetarakan lapangan 
permainan, bagi perempuan terhadap laki-laki. Akan 
tetapi dalam konteks perempuan serikat pekerja, 
pendekatan itu perlu dilengkapi dengan metode 
dan strategi lain yang  dapat menghilangkan sisi 
kontraproduktifnya. Metode itu prinsipnya melibatkan 
tidak hanya perempuan akan tetapi juga laki-laki anggota 
dan pengurus serikat pekerja.

Sebuah tulisan tentang  Feminising the Unions,  
menawarkan budaya alternatif yaitu budaya femininitas 
(culture of femininity) yang melihat perempuan serikat 
pekerja sebagai “menempatkan kepentingan pada 
hubungan yang sifatnya afektif daripada instrumental; 
memprioritaskan faktor-faktor sosial daripada faktor 
ekonomi murni; membuat keterhubungan antara 
rumah, pekerjaan dan masyarakat; penerimaan akan 
keberagaman dan keyakinan bahwa suara setiap orang 
harus didengar; tidak menyukai formalitas, hierarki dan 
pengambilan keputusan yang bersifat top-down serta 
keyakinan pada informalitas dan pentingnya opini dari 
akar rumput” (Ledwith, 2012). Kultur femininitas tumbuh 
dari pengalaman hidup perempuan sebagai pengasuh, 

tersubordinasi dan berperan ganda dalam masyarakat 
dan dalam kerja upahan.

Mengintegrasikan kultur feminin dalam cara kerja 
serikat pekerja dapat dipikirkan untuk dilakukan sebagai 
cara untuk membuka ruang dalam organisasi yang 
lebih bersahabat bagi perempuan sehingga perempuan 
dapat lebih berani menyatakan diri dan gagasan-
gagasannya untuk kemajuan organisasi sehingga prinsip 
keterwakilan seluruh anggota dan prinsip demokrasi 
dapat diwujudkan.

Pendekatan yang lebih inklusif tampaknya sudah 
menemukan jalannya. Generasi muda anggota serikat  
laki-laki dilihat oleh para pengurus serikat pekerja yang 
diwawancarai memiliki sikap setara dan berpikiran lebih 
terbuka  serta tidak terlalu  memiliki stereotip peran 
gender dan dengan demikian  menjadi lebih mudah 
saling bekerja sama. Situasi ini juga terjadi di Inggris 
misalnya. Ledwith (2012)  menulis berdasarkan sebuah 
studi yang ditulis oleh Edmund Heery dan John Kelly 
menemukan bahwa para pengurus serikat pekerja kerah 
putih yang  muda dan berpendidikan, baik perempuan 
maupun laki-laki, lebih mendukung agenda terkait 
gender. Menurut Heery sebagaimana dikutip oleh 
Ledwith (2012), kelompok ini dapat menjadi lokomotif 
untuk meningkatkan dan makin terlibat dalam upaya 
menjalankan agenda kesetaraan dalam proses negosiasi. 
Perkembangan serupa dengan munculnya kader-kader 
muda di serikat pekerja di Indonesia dapat membuka 
lebar pintu masuk kesetaraan gender di organisasi serikat 
pekerja.

Lima belas tahun yang lalu ILO (2006) telah 
melaksanakan penelitian tentang isu-isu perempuan dan 
gender dengan fokus pada persoalan keterpinggiran 
pekerja perempuan di organisasi serikat pekerja di 
Indonesia. Penelitian itu menghasilkan rangkaian 
rekomendasi dengan prioritas untuk memperbaiki dari 
sisi internal organisasi. Beberapa rekomendasinya antara 
lain: membuat data statistik mengenai keterwakilan dan 
partisipasi yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, 
memilih pengurus perempuan di seluruh tingkatan, 
menjamin keterwakilan perempuan secara proporsional 
dalam badan-badan eksekutif, memilih perempuan 
untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki tanggung 
jawab negosiasi dan penetapan struktur perempuan 
yang berhubungan dengan badan-badan pengambil 
keputusan, menyusun program pendampingan/ 
bimbingan (mentoring) bagi perempuan muda yang 
memiliki potensi kepemimpinan gender.

Di tingkat internasional ILO (2020) bekerja sama 
dengan beberapa lembaga multinasional dalam sebuah 
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laporan tentang peran serikat pekerja untuk mencapai 
kesetaraan gender, merekomendasikan serikat pekerja 
antara lain untuk mengupayakan perundingan kolektif 
yang sensitif gender, mengembangkan rencana aksi 
kesetaraan gender sebagai acuan untuk pengambilan 
keputusan dalam serikat pekerja dan mengaudit struktur 
dan kebijakan serikat pekerja dari perspektif gender serta 
melibatkan sebanyak mungkin anggota dalam kegiatan-
kegiatan yang gender sensitif.

Penutup

Budaya patriarki yang berkelindan dengan 
stereotip peran gender merupakan faktor struktural 
yang membatasi peran perempuan di posisi strategis 
organisasi serikat pekerja.  Faktor tersebut membentuk 
serikat pekerja menjadi organisasi yang sangat maskulin 
yang sulit disesuaikan dengan peran gender perempuan 
dan membuat perempuan menarik diri untuk lebih 
aktif berpartisipasi.  Faktor tersebut juga menyebabkan 
prinsip demokrasi dalam organisasi serikat tidak dapat 
sepenuhnya diwujudkan karena suara perempuan 
sebagai anggota yang diwakilinya tidak terakomodasi. 

Terbatasnya peran perempuan di organisasi serikat 
adalah realitas yang diakui baik oleh pengurus perempuan 
maupun laki-laki. Secara organisasi, keterbatasan itu  
hendak dikurangi melalui berbagai program pendidikan 
khusus perempuan yang menyangkut penyadaran dan 
kesetaraan gender dan pendidikan kepemimpinan 
khusus perempuan.  Akan tetapi metode pendidikan 
yang memisahkan perempuan dari laki-laki pada 
kenyataannya memberi kontribusi terhadap peneguhan 
ketimpangan gender dan  dipisahkannya isu perempuan 
dari isu organisasi. 

Diperlukan pemikiran  untuk merancang strategi 
penyetaraan gender yang lebih inklusif dengan 
melibatkan perempuan dan laki-laki secara lebih setara. 
Ketimpangan relasi gender yang sebagian kontribusinya 
berasal dari budaya patriarki tidak dapat diselesaikan 
hanya oleh perempuan karena hal itu justru dapat 
memperberat beban perempuan. Pendekatan affirmative 
action untuk menyadarkan perempuan tentang  
kemampuannya memang diperlukan, akan tetapi perlu 
dilengkapi dengan menyadarkan laki-laki bahwa dalam 
serikat pekerja perempuan mempunyai hak yang sama 
sebagai anggota.

Pendekatan pendidikan perempuan yang sifatnya 
eksklusif memang membawa perubahan akan tetapi 
masih terbatas. Para aktivis serikat pekerja dan 
organisasi pendamping serikat pekerja sepakat apabila 

pendekatan dan metode pendidikan kesetaraan gender 
masih eksklusif perempuan, dalam 10 tahun ke depan 
perempuan masih akan terpinggirkan dari posisi strategis 
organisasi.

Untuk memulai pendekatan yang inklusif bisa 
dilakukan segera dengan membaca kembali laporan ILO 
yang dibuat lima belas tahun yang lalu karena situasinya 
masih amat relevan. Selain itu beberapa ide yang dapat 
dipikirkan secara matang adalah melakukan pelatihan 
kesetaraan gender kepada para laki-laki pimpinan puncak 
organisasi serikat pekerja dengan para pelatih laki-
laki. Menyasar para pucuk pimpinan organisasi serikat 
pekerja untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan 
gender akan efektif untuk memasukkan persoalan yang 
dihadapi pekerja perempuan dalam agenda organisasi. 
Melatih mereka oleh pelatih laki-laki yang sudah 
sepenuhnya sensitif gender mungkin akan lebih efektif 
dalam penyampaiannya karena menggunakan cara 
pandang laki-laki terhadap isu gender serta kemampuan 
pelatih untuk  mengoreksi sikap seksis para pimpinan 
serikat pekerja terhadap pengurus dan anggota 
perempuan. Dibutuhkan kemauan politik di tingkat para 
laki-laki pimpinan serikat pekerja. Ibarat menari tango, 
masalah keterbatasan peran strategis perempuan dalam 
organisasi serikat pekerja harus diatasi secara bersama-
sama, oleh perempuan dan laki-laki. 
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